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berbagai pihak, pada kesempatan ini perkenan Penulis menyampaikan ucapan
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3. Drs. Gatot Setyo Tamtomo Yudo Baroto, M.Pst, selaku Coach yang telah
senantiasa memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Proyek
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memberikan bimbingan, arahan, dan ilmunya yang sangat bermanfaat selama
masa pelatihan;

5. Tim Efektif Kementerian Dalam Negeri atas segala upaya, waktu, dan
tenaganya dalam melaksanakan Proyek Perubahan;

6. Panitia Penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat Il Tahun
2022 Lembaga Administrasi Negara yang telah memfasilitasi dengan sangat
baik;

7. Rekan-rekan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat | Tahun 2022
Lembaga Administrasi Negara yang telah saling memberikan dukungan dan
semangat;

8. Semua pihak yang tidak dapat kami sebut satu per satu yang telah mendukung
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Semoga proyek perubahan ini dapat memberikan kontribusi positif bagi
Kementerian Dalam Negeri, saran kritik membangun tentunya dinantikan oleh
penulis untuk perbaikan selanjutnya.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan bagi kita semua, Amin
YRA.
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Penyusun

Afrijal Dahrin DJ, S.STP, M.E
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BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan dan perubahan Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK)
yang dinamis harus selalu diantisipasi dan diikuti secara sungguh-sungguh.
Salah satu perkembangan dalam TIK adalah pemanfaatan data dan informasi.
Pemanfaatan data dan informasi menjadi bagian penting dan strategis dalam

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Pemanfaatan data dan informasi pada penyelenggaraan pemerintahan
berimplikasi pada keterbukaan informasi yang dapat diakses oleh publik,
termasuk data dan informasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Guna mengantisipasi serta mengimbangi hal tersebut, maka mau tidak mau
dituntut untuk menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang secara
profesional mampu menangani suatu sistem inputing dan pengolahan data

yang terpadu dengan menggunakan alat dan teknologi terbarukan.

Menyikapi hal tersebut, Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) sebagai
salah satu unit yang melaksanakan tugas pengelolaan data, informasi dan
komunikasi di Kemendagri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam
Negeri, perlu melakukan transformasi pengelolaan data, informasi dan
pemanfaatan dan peningkatan TIK secara lebih baik guna menghasilkan data
dan informasi yang berkualitas ditandai dengan informasi yang mudah
diperoleh, cakupan luas dan lengkap, mempunyai ketelitian yang kuat, tersedia
sesuai kebutuhan, penyampaian jelas dan tepat waktu serta dapat dibuktikan
dan dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka
mencapai hal tersebut Pusdatin secara kesinambungan membuat program
dan kegiatan yang disusun dan diarahkan pada terwujudnya pengelolaan data

informasi dan sistem informasi secara lebih baik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Pusdatin mempunyai
tugas menyelenggarakan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh
unsur organisasi di lingkungan kementerian di bidang
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pengelolaan data, sistem informasi, komunikasi, dan telekomunikasi.

Dalam melaksanakan tugas, Pusdatin menyelenggarakan fungsi sebagai
berikut:

1.

penyusunan kebijakan teknis dan dukungan substantif di bidang data dan

sistem informasi, komunikasi, dan telekomunikasi;

pelaksanaan tugas dukungan substantif di bidang data dan sistem

informasi, komunikasi, dan telekomunikasi;

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
substantif di bidang data dan sistem informasi, komunikasi, dan

telekomunikasi;
pengembangan dan penerapan teknologi informasi;

pengembangan, pendayagunaan, pengendalian dan pengolahan sistem
sandi dan telekomunikasi yang dikecualikan di lingkungan kementerian;

pelaksanaan pengembangan dan pemeliharaan sistem dan jaringan di

lingkungan kementerian; dan

penyusunan rencana program kerja dan anggaran pusat, pengelolaan
administrasi aparatur sipil negara, urusan rumah tangga, dan tata usaha

pusat.

Tugas dan fungsi di atas dilaksanakan oleh 1 (satu) bagian dan 3 (tiga)

bidang, sebagaimana tergambar dalam bagan berikut

Bagian Program dan Umum, mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan program dan anggaran, surat menyurat, dokumentasi dan
arsip serta rumah tangga pusat. Bagian Program dan Umum, terdiri

dari:

a. Subbagian Persuratan; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.




BAGIAN PROGRAM BIDANG PENGELOLAAN

DAN UMUM DATA DAN PENYAJIAN
INFORMAGSI

SUB BAGIAN KELOMPOK JABATAN
PERSURATAN FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

BIDANG PENGELOLAAN BIDANG INFRASTRUKTUR TIK
SISTEM INFORMASI | DAN PERSANDIAN

KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pusat Data dan Sistem Informasi

2. Bidang Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi, mempunyai tugas
melaksanakan  pengelolaan, penyajian, pendayagunaan dan
pengendalian data dan informasi, bidang Pengelolaan Data dan

Penyajian Informasi, terdiri dari kelompok jabatan fungsional.

3. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi, mempunyai tugas melaksanakan
perancangan, pembangunan, pengembangan, operasionalisasi,
pemantauan dan evaluasi sistem informasi di lingkungan kementerian,
bidang Pengelolaan Sistem Informasi, terdiri dari kelompok jabatan

fungsional.

4. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Persandian,
mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pengembangan,
pendayagunaan, pengendalian dan pemeliharaan infrastruktur teknologi
informasi dan komunikasi serta pengelolaan persandian di lingkungan

Kementerian, bidang Infrastruktur Teknologi
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Informasi dan Komunikasi dan Persandian terdiri atas kelompok jabatan

fungsional.

Dalam rangka mendukung terciptanya good governance, Pemerintah
melakukan pengembangan dengan melakukan strategi Pemerintahan
Berbasis Elektronik (e-government). Untuk mewujudkan hal tersebut,
Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pentingnya SPBE salah satunya di
dasari atas kebutuhan pemerintahan yang transparan dan tuntutan akan
perubahan zaman yang semakin maju, salah satu tujuannya adalah untuk
meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan

komunikasi.

Pada tata Kelola SPBE salah satu unsur yang ada di dalamnya adalah terkait
dengan data dan informasi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa data yang
ada sekarang ini sangat beraneka ragam dan tidak berkumpul menjadi satu,
maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019
tentang Satu Data Indonesia, yang mana diharapkan mampu untuk
mengumpulkan data startegis setiap kementerian/Lembaga dan Pemerintah
Daerah. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pimpinan untuk bisa mengambil
keputusan dengan berdasarkan data yang telah diolah. Kementerian Dalam
Negeri menindaklanjuti peraturan-peraturan tersebut dengan mengeluarkan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 555-1534 Tahun 2022 Tentang Peta
Rencana SPBE. Keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud mengamanatkan
Pengembangan Sistem Informasi Eksekutif Kementerian Dalam Negeri yang
terintegrasi, yang kemudian membuat kami tertarik untuk membuat proyek
perubahan, karena manfaat yang diterima ketika proyek perubahan ini berhasil
akan memudahkan pimpinan untuk kedepannya dalam hal pengambilan

keputusan.
B. Tujuan Proyek Perubahan

1. Tujuan Jangka Pendek
a. Terlaksananya ldentifikasi Sumber Data (Data Source) yang akan
digunakan;
b. Tersusunnya Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang
Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah;
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c. Tersedianya Desain Tampilan Papan Muka (dashboard) dan

Struktur Tampilan secara Tematik.
2.  Tujuan Jangka Menengah

a. Terdapat sistem untuk pengelolaan data yang bersifat komprehensif
dan terintegrasi se-Kementerian Dalam Negeri;

b. Tersedianya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Satu Data
Pemerintahan Dalam Negeri;

c. Terdapat sistem informasi eksekutif Kementerian Dalam Negeri
yang terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan Satker.

3. Tujuan Jangka Panjang

a. Terdapat big data analytic Kementerian Dalam Negeri yang dapat
memenuhi kebutuhan analisa data yang semakin komplek di masa
depan;

b. Tersedianya Kemendagri Service Bus (KSB) yang mampu
melakukan sinergi dari berbagai data dan informasi melalui
Application Programming Interface (API) yang saat ini dipandang
sebagai media interoperabilitas antar sistem informasi.

C. Output dan Outcome

1. Output
Pada kebijakan integrasi data dalam penyediaan sistem informasi
eksekutif kementerian dalam negeri memiliki output berupa daftar
Identifikasi Sumber Data, Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang
Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah, Daftar database yang telah dipetakan masing-
masing unit kerja eselon |, Desain Dashboard secara tematik.

2. Outcome
Pada kebijakan integrasi data dalam penyediaan sistem informasi
eksekutif kementerian dalam negeri memiliki outcome Pembangunan Big
data analytic Kementerian Dalam Negeri yang dapat memenuhi
kebutuhan 12nalisa data yang semakin komplek di masa depan,
Pembangunan Kemendagri Service Bus (KSB) yang mampu melakukan
sinergi dari berbagai data dan informasi melalui Application Programming
Interface (API) yang saat ini dipandang sebagai media interoperabilitas

antar sistem informasi.
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BAB I
IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

Capaian Hasil Perubahan

Dalam Proyek Perubahan ini terdapat beberapa hasil capaian yang telah

dilakukan antaranya:

1. Terbentuknya Tim Efektif

Dalam pembentukan Tim Efektif dilakukan beberapa kegiatan sebagai

berikut:

a. Koordinasi dengan Mentor
Telah dilakukan koordinasi dengan Mentor dalam rangka
penyusunan rancangan Proyek Perubahan dan koordinasi terkait
penyusunan Tim Efektif Aksi Perubahan Pada Pelatihan
Kepemimpinan Administrator dengan judul “Kebijakan Integrasi

Data Dalam Penyediaan Sistem Informasi Eksekutif Kementerian

Dalam Negeri”.

Gambar 2.1. Koordinasi dengan Mentor

b. Identifikasi Kebutuhan Anggota
Telah dilakukan identifikasi kebutuhan anggota untuk Tim Efektif
bersama dengan Pejabat Eselon IlI dan Subkoordinator di
lingkungan Pusat Data dan Sistem Informasi
pada tanggal 30 Oktober 2022 secara




offline dan telah disepakati beberapa nama pegawai yang akan

menjadi Tim Efektif.

Gambar 2.2. Identifikasi Kebutuhan Anggota
c. Penetapan Surat Keputusan Tim Efektif
Telah disusun dan ditetapkan Surat Perintah Tugas Tim Efektif Aksi
Perubahan Pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator dengan
judul “Kebijakan Integrasi Data Dalam Penyediaan Sistem Informasi
Eksekutif Kementerian Dalam Negeri” pada tanggal 3 Oktober 2022.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

JI. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat. 10110
Telp. (021) 3503808, Fax. (021) 3503808, Website: www.kemendagri.go.id

SURAT PERINTAH
Nomor : 094/64{|3. /Pusdatin

Nama Afrijal Dahrin DJ, S.STP, M.E
Jabatan : Plh. Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi

MEMERINTAHKAN:

Kepada yang nama-namanya tercantum pada lampiran Surat Perintah ini, untuk
melaksanakan tugas sebagai Tim Efektif Aksi ‘ada Pelatihan
Administrator dengan judul “Kebfjakan Integrasi Data Dalam Penyediaan Sistem
Informasi Eksekutif Kementerian Dalam Negeri".

Tim Efektif bertugas untuk mer
tim untuk mendapatkan hasil yang optimal, memastikan penyelesaian dan penyerahan
semua output yang telah ditentukan secara berkualitas dan tepat wakiu, menyelesaikan
isu yang bempotensi menghambat jalannya aksi perubahan, menyiapkan dan
menyerahkan laporan kemajuan, dan memberikan jaminan kuaiitas atas output dari
aktivitas dan dokumen.

Demikian Surat Perintah ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana
mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Oktober 2022

Pih. Kepala Pusat
Data dan Sistem Informasi

r
U
Afrijal D: DJ, S.STP, ME

Gambar 2.3. Identifikasi Kebutuhan Anggota




d. Distribusi Tugas Anggota
Telah dilakukan pertemuan pertama dengan seluruh Tim Efektif
untuk dilakukan pembahasan rancangan proyek perubahan dan

distribusi penugasan.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jin. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-3450038, Fax. 021-3851193, 34830261, 3846430
Website: http//-kemendagri.go.id/ eMail: pusdatin@kemendagri.go.id

Jakarta, 3 Oktober 2022

Kepada
Nomor = (0%, [ 61{06 [ pusdotin Yth. Tim Efketif Penyusunan Aksi
Sifat 3 Perubahan
Lampiran : di—
Hal : Undangan Tempat
Bahwa dalam rangka menindaklankjuti Surat Perintah Plh. Kepala Pusat
Data dan Sistem Informasi sebagai Tim Efektif Aksi Perubahan Pada Pelatihan
Kepemimpinan Administrator dengan judul “Kebijakan Integrasi Data Dalam
Penyediaan Sistem Informasi Eksekutif Kementerian Dalam Negeri", bersama
ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat hadir pada:

Haritanggal . Senin, 3 Oktober 2022

Pukul : 13.00 WIB s.d. Selesai

Tempat : Ruang Rapat Pusdatin Gd. B Lt. 10
Kementerian Dalam Negeri

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan
terima kasih.

Pih. Kepala Pusat
Data dan Sistem Informasi

r

!
Afrijal DabdfTDJ, S.STP, M.E
NIP. 198204272000121001

Gambar 2.4. Distribusi Tugas Anggota




2. Hasil Identifikasi Sumber Data (Data Source) yang akan digunakan

Dalam mengidentifikasi sumber data (data source) yang akan digunakan

dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Identifikasi masing-masing sumber data

Telah dilakukan identifikasi sumber data prioritas masing-masing
komponen yang telah diserahkan kepada Pusdatin sebaga Walidata

Kemendagri.

USULAN DATA PRIORITAS TAHUN 2023
KEMENTERIAN DALAM NEGERI KE PORTAL SDI

Nama Data

Produsen
Data

Jadwal
Pemutakhiran

Jadwal
Rilis

Dasar/Rujukan . Periode | Disagregasi/
Prioritas Walidata | “pagy | Kiasifikasi

Kategorisasi |

Status
Penggunaan
Kode SDSN

Dae[ah Qtonom

Hasil Pemekaran,
Tahun 1999 5.d
2014 di wilavah.
Nusa Tenggara,
Kalimantan,
Sulawesi, Maluku,
dan Papua

Direktorat
denderal
Otonomi

Daerah

Tahunan

Januar

Pemmendagn 23 Pusdalin | April 2022 | 1. Provinsi
Tahun 2010 tentang. | Kemendagr 2 Kap/Kota
Tata Cara
Py

Daerah

Belum

Daftar Provinsi,

Kabupaten dan.

Kota Hasil Pikada
2017 dan Berakhir
Masa Jabatan Tahun
2022

DRirgktorat
Jenderal
Otonomi

Daerah

20172022 | 1. 7 Provinsi

2. 76 Kab
3. 18 Kota

Indang-Undang

Terbuka

Gambar 2.5. Identifikasi masing-masing sumber data

b. Materi dari hasil identifikasi sumber data

Telah disusun materi dari hasil identifikasi sumber data.

Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

RAPAT KOORDINASI USULAN
DATA PRIORITAS TAHUN 2023
UNTUK DITAMPILKAN DI

PORTAL SATU DATA
INDONESIA

Oleh:

Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi
lakarta, 2 NOVEMBER 2022

() wovmsemendogrigoid [ Kemendosi W1 W bemendosi (@) hemendogs

Gambar 2.6. Materi dari hasil identifikasi sumber data




c. Koordinasi dengan Produsen Data

Telah dilaksanakan Webinar One Data Discussion Day dengan

tema “Membangun Tata Kelola Satu Data Berbasis Desa dan

Kelurahan Yang Berkelanjutan” pada tanggal 21 November 2022

secara online.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jin. Medan Merdoka Utara No. 7 Jakarta Py
o usat 10110
Telp: 021-3450038 Fax D21-3851103, 34830261, 3846430
o-Ma g0id

NOTULA

Sidang/Seminar
1. HariTanggal

2. Surat Undangan
3. Waktu Sidang/Rapat
4. Acara

Rabu, 2 November 2022
005/7054/Pusdatin

09.00 WIB s.d selesai

Usulan Data Prioritas Tahun 2023

Pimpinan Sidang/Seminar

1. Pimpinan Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi

2. PIC (Pencatat) Ni Luh Gita Mariyani, S.STP

3. Peserta : Perwakilan Pegawai Ditien Politk dan Pemerintahan

Sidang/Rapat Umum, Ditjen Otonomi Daerah, Ditien Bina Keuangan

Daerah, Dien Bina Pemerintahan Desa, Ditien
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, BSKDN, IPDN,
Eselon Ill, JFU dan JFT Lingkup Pusdatin.

Kegiatan Sidang/Seminar

Pokok-pokok pembahasan dalam Rapat sebagai berikut:
Rapat dibuka oleh Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi. Rapat
dihadiri oleh Perwakilan Pegawai Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Ditjen Otonomi
Daerah, Ditien Bina Keuangan Daerah, Ditien Bina Pemerintahan Desa, Ditien
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, BSKDN, IPDN, Eselon Ill, JFU dan JFT Lingkup
Pusdatin.;

. Dalam rangka melaksanakan kelentuan Pasal 28 ayat (4) dan 30 ayat (1), Peraturan
Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia periu dilakukan penetapan
Data Prioritas dalam rangka mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Presiden
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; Rencana Kerja Pemerintah,

tujuan dan/atau

kebutuhan mendesak. Oleh kerena itu dilakukan Rapat terkait usulan data prioritas 2023
yang ada di Kementerian Dalam Negeri. Adapun hasil Rapat sebagai berikut
a. Kemendagri melalui Pusat Data dan Sistem informasi telah melakukan
pengumpulan Data Prioritas tahun 2023 dengan berkoordinasi pada setiap
komponen yang ada di Kemendagri;
b. Data prioritas yang diusulkan untuk dimasukan ke dalam portal Satu Data
Indonesia (SDI) adalah berdasarkan renstra;

0:i®

‘ Webinar

One Data Discussion Day

MEMBANGUN TATA KELOLA SATU DATA
BERBASIS DESA DAN KELURAHAN
YANG BERKELANJUTAN

NARASUMBER

Drs. Oktorialdi. MA. Ph.D  Dr. Ivanovich Agusta. S.P, MSI

Afrijai Dahein D), SSTP. ML Budiyanto Sidiki, 5.S0s, M.SI
-

Oma

Waktu

Senin, 21-11-2022
09.00 WITA - Selesai

Tempat

Zoom Meeting

Meeting ID : 745 966 7580

Passcode : satudata

- OPD/Walidata Se-Provinsi Gorontalo

Forum SOI Tingkat Pusat

- Kades/Lurah Se-Provinsi Gorontalo

Kadis PMD Provinsi Gorontalo

- Universitas Muhammadiyah Gorontalo

- Kadis Sosial Provinsi Gorontalo

3 v 43
Con(acl Person Alki Naway < 0821-8878 3232, Rlzaldl Rahlm < 0821 8848-2776

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta 10110

Telp. (021) 3450038, Fax (021) 3851183, 34830261, 3846430
Website: www. go.id eMail: i.go.id

Nomor
Sifat
Lampira
Hal

Tembusan:

: 005/7054/Pusdatin
:Segera ai-

erkas
:Undangan Rapat

Jakarta, 28 Oktober 2022
Yth.(Daftar Nama Terlampir)

Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Satu Data Indonesia, Pusat Data dan Sistem
Informasi (Pusdatin) sebagai Walidata Kementerian Dalam Negeri mempunyai
tugas untuk dan data prioritas i g Unit
Kerja Eselon | di lingkup Kementerian Dalam Negeri untuk ditampilkan pada Portal
Satu Data Indonesia. Oleh karena itu, Pusdatin akan melaksanakan Rapat
Koordinasi pada :

Hari, Tanggal : Rabu, 2 November 2022

‘Waktu :Pukul 09:00 WIB s.d. selesal

Tempat :Ruang Rapat Pusdatin Gedung B Lantai 10
Jalan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat

Agenda :Usulan Data Prioritas Tahun 2023

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Saudara dapat

pejabat yang usulan data prioritas tahun
2023 sesuai format data prioritas terlampir. Untuk konfirmasi lebih lanjut dapat
menghubungi Sdr. Farish Rizqi Muhammad (No. HP 0812695324).

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Pih. Kepala Pusat
Data dan Sistem Informasi,

okumen 10 telan deandStangaN zecars slektorik sleh -
i Keoas bzt ot can Sitem imermas:
Al Donrn L. S5 M

[R———
NI AARO04572000121001

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri
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mon i tolah disndatangsn socars cloktronik

¥
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REPUBLIK INDONESIA
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Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta 10110
Telp. (021) 3450038, Fax (021) 3851193, 34830261, 3846430
Website : hitp.//www.kemendagri.go.d , e-mail - pus yi.goid

HARITANGGAL

DAFTAR HADIR
: Rabu, 2 November 2022

PUKUL : Pukul 09.00 s.d sclesai

TEMPAT

: Ruang Rapat Pusdatin Gedung B Lt. 10 Kementerian
Dalam Negeri

ACARA : Rapat Usulan Data Prioritas Tahun 2023
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NAMA JABATAN/INSTANSI TANDA TANGAN
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M Do) )
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Talking: Afrijal Dahrin Dj_Pusda

0:®09..0 Bi@®o9..0
[ webinar 3 [ weinar 3

‘One Data Discussion Day One Data Discussion Day
MEMBANGUN TATA KELOLA SATU DATA MEMBANGUN TATA KELOLA SATU DATA
BERBASIS DESA DAN KELURAHAN BERBASIS DESA DAN KELURAHAN
YANG BERKELANJUTAN YANG BERKELANJUTAN

X n jal Dahrin Dj_Pusdat
0i@e9.08
| Webinar ]

‘One Data Discussion Day
MEMBANGUN TATA KELQ
BERBASIS DESA DAN K§
YANG BERKELANJUTAI

Gambar 2.7. Koordinasi dengan Produsen Data

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Data di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
a. ldentifikasi Muatan Materi
Dalam proses penyusunan Keputusan Menteri Dalam Negeri
tentang Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah dilakukan identifikasi muatan materi
bersama yang kemudian akhirnya tersusun kerangka Keputusan
Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Data di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang berisi:
1) Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintah Daerah;
2)
3) Penyelenggara Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4) Penyelenggaraan Pengelolaan Data di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; dan

5) Pendanaan.
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Hasil Identifikasi tersebut berasal dari proses brainstorming
bersama dengan Tim Efektif Proyek Perubahan dan Personal

Identification and Selection bersama dengan Tenaga Ahli dari

Bidang Penyajian Data dan Informasi.

Gambar 2.8. Identifikasi Muatan Materi
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b. Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Proses penyusunan Rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri
dilakukan melalui:

Pembahasan Draft Internal Tim Efektif - Finalisasi Draft Internal >
Proses Pembahasan dengan Biro Hukum - Pengajuan Rancangan
Keputusan Menteri Dalam Negeri kepada Biro Hukum -> Paraf
Koordinasi oleh Kepala Biro Hukum - Pengajuan Tanda Tangan
Keputusan Menteri Dalam Negeri ke Sekretaris Jenderal

Kemendagri.







KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta 10110
Telp. (021) 3450038, Fax (021) 3851 193, 34830261,3846430
Website: http:/www.kemendagri.go.id/email pusdaun@kamendagrl.gn.ki

NOTA DINAS

Yth. Kepala Biro Hukum
Plh. Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi

Tembusan :

Tanggal : 29 November 20:

Nomor - 100-4-3/ Y834/ Kisdakin

Sifat :  Sangat Segera

Lampiran : 1 Berkas

Hal :  Penyampaian Rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Satu
Data Pemerintahan Dalam Negeri

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019
tentang Satu Data Indonesia Pasal 6 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal
15 ayat (2), Kementerian Dalam Negeri selaku Pembina Data dan Sistem Informasi telah
menyusun Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Satu Data Pemerintahan
Dalam Negeri tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.

Berikut kami sampaikan rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Satu
Data Pemerintahan Dalam Negeri untuk dapat diproses sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

27-/rl Plh. Kepala Pusat

'1/9/'7’ Data dan Sistem Informasi,

(I\V/a)
NIP. 19820427 200012 1 001

Gambar 2.9. Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri




c. Penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor .. tentang
Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan

Pemerintah Daerah.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta 10110
Telp. (021) 3450038, Fax (021) 3851183, 24830261, 3848430
Website: www kemendagri.go.id eMail: sekjen@kemeandagri.go.id

NOTA DINAS

Kepada < ¥t Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri

Dari : Plh. Kepala Pusat Data dan Sistem Infermasi

Tembusan

Tanggal : 5 Desember 2022

Momaor < 100.4 3797 2/Pusdatin

Sifat : Bangat Segera

Lampiran 21 berkas

Hal : Permohonan Penetapan Keputusan Menteri Dalam MNeger tentang
Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Megeri dan
Pemarintahan Dasrah

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang
Satu Data Indonesia Pasal 6 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat
(2), Kementerian Dalam MNegen selaku Pembina Data dan Sistem Informasi telah menyusun
Rancangan Keputusam Menteri Dalam Megeri tentang Pengelolaan Data di Lingkungan
Kementerian Dalam MNegeri dan Pemerintahan Daerah, sehubungan dengan itu, dengan
hormat kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Telah disusun 1 (satu) Keputusan Menteri Dalam Megeri tentang Pengelolaan Data di
Lingkungan Kementerian Dalam Megeri dan Pemerintahan Daerah.

2. Keputusan Menteri Dalam Megeri sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah dilakukan
koordinasi dengan Biro Hukum untuk penyesuaian sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini dengan hormat kami sampaikan net-
konsep Keputusan Menteri Dalam Negeri sabagaimana dimaksud, urtuk mohon perkenan
tanda tangan Bapak Sekretaris Jenderal.

Demikian untuk menjadi periksa dan mohon arahan lebih lanjut.

Plh. Kepala Pusat

Data dan Sistem Informasi,

Eg\\hunm ini belah dRandaiangani secara elekironk
uﬂnmwummammmal

| Afrijal Dabwin 0f, 5 STP. MLE

Fembina {IWa)
NP, 195204 372000125001

Gambar 2.10. Penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri




4.

Dashboard Sistem Informasi Eksekutif
a. Rancangan Dashboard Sistem Informasi Eksekutif
Telah disusun Rancangan Dashboard Sistem Informasi Eksekutif

yang dilakukan melalui proses identifikasi pengembangan Sistem

Informasi Eksekutif Kemendagri.

SIPD
sistem Informasi
Pemerintahan Daerah Data Belanja

—— DASHBOARD
ata Pembiayaan . ANGGARAN

Data Usulan Dewan D8 konsolidasi

Data Usulan Masyarakat
+
¥
Transaksi Inputan +ableou
Daerah

DASHBOARD ANGGARAN

PAGE detail belanja,pendapatan,pembiayaan

DASHBOARD EKSEKUTIF

Data Belanja
Data Pendapatan.

Data Pembiayaan

Data Usulan Masyarakat

OLIDASI

DB SIPD -
DB KONS
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Pembahasan Dashboard Sistem Informasi Eksekutif

Telah dilakukan pembahasan pengembangan Dashboard Sistem
Informasi Eksekutif bersama dengan Tim Teknis Pengembangan
dan Pejabat Eselon Il di lingkungan Pusat Data dan Sistem
Informasi.

Pengesahan Dashboard Sistem Informasi Eksekutif

Telah dilakukan pengesahan Dashboard Sistem Informasi Eksekutif
pada tanggal .., pengesahan tersebut didukung oleh Berita Acara
Pengesahan Dashboard Sistem Informasi Eksekutif yang
ditandatangani oleh PIh. Kepala Pusat Data dan Siste Informasi,

Pejabat Eselon Il di lingkungan Pusat Data dan Sistem Informasi.

ANGGARAN  ANGGARAN ANGGARAN
TOTALANGGARAN TOTALREALISASI  BELANJA  ppNDAPATAN  PEMBIAYAAN

GRAFIK STANDAR
HARGA

TOMBOL
DOWNLOAD

Penganggaran

( SIPD \

Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah

Dashboard Taktikal

DASHBOARD
ANGGARAN

Data Usulan Dewan DB konsolidasi

Data Usulap Masyarakat

41
aey
Transaksi Inputan +ableau )

Gambar 2.10. Dashboard Sistem Informasi Eksekutif




5. Sosialisasi dan Launching

a. Persiapan Uji Publik

Telah dilakukan persiapan Uji Publik Keputusan Menteri Dalam
Negeri tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri dengan

proses sebagai berikut:

1) Penyusunan Undangan Uji Publik

2) Koordinasi Narasumber

3) Penetapan Lokasi dan Waktu Acara

4) Persiapan Zoom

5) Penyebarluasan Undangan Uji Publik

PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

“UJI PUBLIK
PERATURAN MENTERI DALAMNEGERI
TENTANG SATU DATA PEMERINTAHAN
¥ ¢ DALAM NEGERI"

¥

30 November . Contact Poson

2022 G - roren R omz9552007)

Achmad Furqon (0857-2906-9093)
Pukul 08:00 WIB 5.d. Selosai
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REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
Jsian Medsn Merdska Utars Nomor 7 Jakerts 10110
Telp (021) 3450035, Fax (021) 3851195, 4830281, 3348430

NOTA DINAS.

: ¥ih. Sekretans Jancsral Kemanterian Dalam Negen
L Fin. Kepaia Pyaat Data dan Sieterm infommast

26 Novembor 2022

fontang Saw
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Lampiran ke 4
™ Uji Publik Peraturan Mentert tentang Tempat
Salu Dates Pemeriniahian Dakam

Dalam rangka manindakianiiti Paraturan Prasiden Nomor 39 Tahun 2019
tentang Salu Data Indonesia assl 6 ayal (3). Pussl 8 syat (3). Pasal 14 ayal (3), dan
asal 16 ayat (2), Kementenan Daiam Negen seiaku Pembina Data Daerah
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N
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Gambar 2.11. Persiapan Uji Publik

a. Pelaksanaan Uji Publik

Telah dilaksanakan Uji Publik Keputusan Menteri Dalam Negeri

tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri pada tanggal 30

November 2022 yang dihadiri oleh 79 peserta yang terdiri dari

perwakilan daerah baik yang hadir secara langsung maupun virtual

dengan Narasumber :

1. Drs. Oktorialdi, MA, Ph.D, Staf Ahli Menteri PPN Bidang
Pemerataan dan Kewilayahan selaku Koordinator Sekretariat
Satu Data Indonesia Tingkat Pusat

2. Drs. Budi Prasetyo, MT, Kepala Biro Sistem Informasi dan
Pengelolaan Data Kemenko PMK

3. Shinta Nurhariyanti, ST, M.Eng, Ketua Tim Interoperabilitas, Big
Data dan Kecerdasan Buatan Direktorat LAIP Ditjen APTIKA
Kemenkominfo

4. Murdaningsih, S.Si, M.Si, Surveyor Pemetaan Ahli Madya Pusat
Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial pada
Badan Informasi Geospasial

5. Sebo Hari Sumbogo, S.ST, MT, Pranata Komputer Ahli Madya
Direktorat Diseminasi Statistik, Badan Pusat Statistik.
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B.

Manfaat

1. Bagi Organisasi

a. Tersedianya dashboard sistem informasi eksekutif berupa
visualisasi data dan informasi strategis yang tersinkronisasi,
terinterkoneksi dan terintegrasi, dan dapat digunakan untuk
dukungan pengambilan kebijakan bagi pimpinan di lingkungan
Kementerian Dalam Negeri;

b. Terdapat sistem informasi eksekutif Kementerian Dalam Negeri
yang terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan Satker; dan

c. Adanya kebijakan mengenai Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri
sebagai acuan untuk Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan
Daerah dalam proses penyelenggaraan Satu Data.

2. Bagi Stakeholder, membantu Satker Lingkup Kemendagri untuk
melakukan pengelolaan data yang bersifat komprehensif dan terintegrasi,
khususnya untuk kepentingan analitik, dukungan kebutuhan informasi
untuk eksekutif dan dukungan pengambilan keputusan.

Implementasi Strategi Marketing

Kepemimpinan strategis adalah kemampuan mengantisipasi, memiliki visi, dan
mempertahankan fleksibilitas, memberi kuasa kepada orang-orang lain untuk
menciptakan perubahan strategis yang perlu. Strategi ini mempunyai efek
penting terhadap upaya organisasi untuk mendapatkan daya saing strategis
dan memperoleh keuntungan di atas rata-rata. Kepemimpinan strategis efektif

diperlukan untuk merumuskan dan menerapkan strategi dengan sukses.

Kepemimpinan strategis mencakup penentuan arah strategis, pemanfaatan
dan pemeliharaan kompetensi inti, pengembangan modal manusia,
pemeliharaan budaya korporat yang efektif, penekanan praktik-praktik etis,
dan pembangunan pengendalian strategis. Penentuan arah strategis menuntut

visi dan kemampuan menanamkannya ke seluruh organisasi.
Dalam Proyek Perubahan ini dilakukan strategi marketing dalam bentuk:

1. Menentukan tujuan perubahan yang akan diharapkan. Tujuan perubahan
ini termasuk didalamnya area perubahan yang terdampak. Penentuan

ﬂ
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tujuan ini tidak keluar dari tupoksi yang menjadi tanggung jawab seorang
pemimpin;

Menentukan gambaran kondisi saat ini (existing condition) dan kondisi
yang akan diharapkan . Bila existing condition dibiarkan apa akibat yang
muncul yang menghambat kinerja organisasi. Sebaliknya bila akan
ditangani maka proses yang dilalui adalah membaca gejala-gejala
perubahan yang muncul, termasuk proses pengamatan;

Melaksanakan diagnostic reading yaitu mencari, dan mengidentifikasi
berbagai jenis penyebab permasalahan sehingga organisasi berjalan
stagnan, lambat, tidak produktif dan kinerja tidak optimal sesuai dengan
indikator-indikator capaian kinerja yang telah ditetapkan. Diagnostic
Reading dilakukan melalui telaahan rencana strategis organisasi dan
identifikasi isu aktual dan faktual yang menjadi perhatian utama. Dalam
penentuan persoalan ini seorang pemimpin perubahan (adaptive leader)
harus dapat menempatkan diri seobjektif mungkin dan terlepas dari
konflik kepentingan.

Menemukan akar dari permasalahan dan menentukan inovasi berupa
terobosan yang akan dihasilkan untuk mencapai konisi yang diinginkan.
Terobosan ini dikelompokan menjadi 3 hal, yaitu SOP; sarana prasarana
atau sikap & perilaku;

Menentukan stakeholder yang terlibat untuk melaksanakan inovasi serta
membangun tim efektif. Untuk mendapatkan dukungan dari stakeholder,
seorang pemimpin harus dapat menjelaskan mengapa proyek perubahan
ini penting untuk dilakukan. Pendekatan adaptif yang dijelaskan di atas
yang harus dilakukan, karena dalam mematangkan rencana kerja, perlu
masukan dari setiap stakeholder yang terdampak dari perubahan.
Tahapan pencapaian tujuan proyek perubahan dibagi dalam jangka

pendek, menengah dan panjang dengan rincian kegiatan, waktu, output

dan stakeholder dari setiap tahapan.




Identifikasi Masalah

Rumusan Masalah

Kondisi yang Diharapkan

Pembangunan dan pengembangan
perangkat lunak aplikasi dalam bentuk
sistem infomnasi (berbasis elektronik) di
lingkungan Kemendagri yang disasarkan
pada  kebutuhan  eksternal maupun
internal, masih dilakukan secara parsial,
lokal, dan sporadis.

mengatur

Belum adanya kebijakan
mengenai pembangunan
dan pengembangan perangkat lunak
aplikasi berbasis elektronilk.

Adanya kebijakan yang mengatur
mengenai pembangunan dan
pengembangan  perangkat lunak
aplikasi berbasis elektronik.

yang

2. | Sistem informasi yang ada di lingkungan | Belum terdapat kebijakan integrasi| Terdapat kebijakan integrasi data
Kemendagri tidak terinterkoneksi, tidak| data dalam penyediaan sistem | dalam penyediaan sistem informasi
tersinkronisasi, dan tidak terintegrasi| informasi eksekutif Kementerian | eksekutif Kementerian Dalam Negeri.
sehingga masih sulit untuk dijadikan | Dalam Negeri.
sumber data pada Sistem Informasi
Elksekutif.

3. | Berdasarkan hasil evaluasi Sistem | Belum adanya pengelolaan, | adanya pengelolaan, pengukuran dan
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)| pengukuran dan keterpaduan dalam | keterpaduan dalam penerapan
pada Kemendagri oleh Kementerian | penerapan manajemen SPBE dan| manajemen SPBE dan Audit TIK di

Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Tahun 2021 diperoleh
nilai indeks 1,18 untuk Manajemen SPBE
dan 1,67 untuk Audit TIK.

Dalam Negeri.

Audit TIK di lingkungan Kementerian

lingkungan  Kementerian Dalam

Negeri.

Tabel 2.1.. Identifikasi dan Rumusan Masalah

INTERNAL

Strength (S)
@ Komitmen Pimpinan
PRESENT @ Regulasi Internal
@ SDM Berkompetensi TIK

@ Sudah
SIE

terdapat Aplikasi

Aspirations

@ Membangun Kebijakan
Data Pusat dan Daerah

FUTURE

@ Mengupayakan Integrasi
Sistem

@ Pengembangan SIE

@ Mengupayakan berbagi
data

EKSTERNAL

Opportunities
® %Ij_kungan dari Pemda dan
@ Regulasi Pusat dan Daerah

@ Arah Kebijakan Data

Results (R)

@ Data Komprehensif dan
Valid

@ Terwujudnya Integrasi
Sistem

@ Penyajian Data melalui
Aplikasi SIE

@ Pengambilan Keputusan
yang tepat dan cepat

Tabel 2.2. Identifikasi Komponen SOAR




Pemberdayaan Organisasi Pembelajar

Learning Organization atau organisasi pembelajar pertama kali dipopulerkan
oleh Peter Senge dalam bukunya The Fifth Discipline (1990). Menurut Sengen,
keberhasilan suatu organisasi sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam
mengembangkan institusinya menjadi organisasi pembelajar. Di dalam buku
tersebut juga dijelaskan bahwa organisasi pembelajar merupakan wadah bagi
orang-orang yang terus menerus meningkatkan kapasitasnya untuk
menciptakan hasil yang benar-benar diharapkan. Idealnya di dalam organisasi
pembelajar, setiap individu mampu mengembangkan berbagai pemikiran
barunya, bebas menyampaikan aspirasinya, dan bagaimana masing-masing

individu terus belajar bagaimana belajar bersama.

David A. Garvin menjelaskan terdapat lima komponen yang harus dimiliki oleh
organisasi pembelajar, yaitu: pemecahan masalah dengan sistematis,
eksperimen dengan pendekatan baru, belajar dari pengalaman sendiri dan
sejarah masa lalu, belajar dari pengalaman dan praktik terbaik orang lain, dan
mentransfer pengetahuan dengan cepat dan efisien ke seluruh organisasi.

Dalam Proyek Perubahan ini Learning Organization yang digunakan adalah
Knowledge Spiral atau SECI. SECI adalah singkatan dari Socialization —

Externalization — Combination — Internalization.

Dialog

Implict knowledge

Socialization Externalization

N
o

Internalization Combination

abpamouy nondxg

(@R

Creation of knowledge areas
abipajmowny yajdxa jo BupuI]

Explicit knowledge

Learning by dialog
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1. Socialization (tacit to tacit)

Proses sosialisasi merupakan proses transfer pengetahuan yang paling
mendasar. Socialization muncul dari aktivitas berbagi dan menciptakan
pengetahuan tacit melalui pengalaman langsung. Bentuk dari sosialisasi
biasanya adalah berbagi pengalaman, diskusi dan cerita.

Proses Socialization pada proyek perubahan ini dilakukan pada tahapan:

a. Project Leader melakukan pertemuan secara daring dan luring
dengan:

1) Koordinasi dan meminta arahan dengan Mentor dalam rangka
penyusunan dan implementasi proyek perubahan;

2) Rapat dengan Tim Efekfif pada setiap tahapan kegiatan pada
milestone jangka pendek agar dapat saling memberikan
informasi progress pelaksanaan proyek perubahan;

3) Rapat dengan Biro Hukum dalam rangka penyusunan
Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Satu Data
Pemerintahan Dalam Negeri;

4) Pelaksanaan Webinar Webinar One Data Discussion Day
dengan tema “Membangun Tata Kelola Satu Data Berbasis
Desa dan Kelurahan Yang Berkelanjutan” dan Uji Publik pada
Rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Satu
Data Pemerintahan Dalam Negeri.

b. Project Leader melakukan pertemuan informal dengan:

1) Tim Teknis Pengembangan Dashboard Sistem Informasi
Eksekutif untuk melihat perkembangan Dashboard,;

2) Tim Tenaga Ahli Penyusunan Kebijakan Satu Data
Pemerintahan Dalam Negeri; dan

3) Pemberian arahan kepada staf Pusat Data dan Sistem
Informasi terkait pengembangan Dashboard Sistem Informasi
Eksekutif dan penyusunan Keputusan Menteri Dalam Negeri
tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.

Externalization (tacit to explicit)

Perubahan bentuk pengetahuan dari tacit kedalam bentuk explicit.
Dengan externalization, pengetahuan tacit yang ada dalam diri individu

dikeluarkan dan dituangkan ke dalam media
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lain yang lebih mudah untuk dipelajari dan dimengerti orang lain.
Biasanya, bentuk dari eksternalisasi adalah berupa gambar, tulisan,

suara atau video.
Proses Externalization pada Proyek Perubahan ini berupa:

a. Seluruh kegiatan rapat dan koordinasi didokumentasikan dengan
rapi dan runtut. Adapun dokumentasi yang dilakukan adalah
mengarsipkan seluruh undangan rapat, membuat daftar hadir dan
notulensi serta mengambil dokumentasi foto dan video testimoni
sebagai bukti/eviden kegiatan.

b. Notulensi rapat yang telah berlangsung sebelumnya dibagikan ke
seluruh peserta rapat untuk digunakan sebagai bahan acuandan

tindak lanjut dalam menyusun rapat/kegiatan selanjutnya.
3.  Combination (explicit to explicit)

Pada kombinasi, pengetahuan dalam bentuk eksplisit yang sudah ada
dikembangkan lagi dan disebarluaskan melalui berbagai media yang
lebih sistematis. Media yang sering digunakan adalah dokumen, melalui
proses pelatihan/pendidikan. Pengetahuan dapat dikembangkan lebih
lanjut dengan menggabungkan atau mengolah berbagai pengetahuan

yang telah ada sehingga menghasilkan suatu pengetahuan baru.

Proses combination pada Proyek Perubahan ini adalah penyebarluasan

flyer webinar dan uji public melalui website, social media, dan whatsapp
group.

4. Internalization (explicit to tacit)

Perubahan bentuk pengetahuan dari bentuk explicit ke bentuk tacit
dilakukan oleh individu-individu yang mencoba untuk memahami suatu
pengetahuan yang sudah ada (belajar) ataupun melakukan penelitian
terhadap suatu objek tertentu didalam organisasi. Proses internalisasi
dapat menghasilkan hasil yang memuaskan ketika seorang individu
mengimbangi antara proses belajar dengan proses praktiknya dalam
dunia nyata (learning by doing). Pada akhirnya, hal tersebut akan

menghasilkan dan menambah pengetahuan baru dalam diri individu.

Proses internalization pada proyek perubahan ini

berupa:
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a. Koordinasi dan konsolidasi antar bidang yang ada di Pusat Data dan
Sistem Informasi dalam pelaksanaan webinar dan uji publik, serta
dukungan pimpinan serta hubungan eksternal; dan

b. Staf Pusat Data dan Sistem Informasi ikut mendukung proses

penyelenggaraan webinar dan uji publik.
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BAB Il
PENUTUP

Kesimpulan
Bahwa setelah melaksanakan Proyek Perubahan ini, dapat disimpulkan

beberapa hal sebagai berikut:

1. Terdapat 3 tujuan jangka pendek dalam Proyek Perubahan ini, yaitu:

a. Terlaksananya ldentifikasi Sumber Data (Data Source) yang akan
digunakan;

b. Tersusunnya Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang
Penyelenggaraan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintahan Daerah; dan

c. Tersedianya Desain Tampilan Papan Muka (dashboard) dan
Struktur Tampilan secara Tematik.

2. Dalam mewujudukan tujuan jangka pendek berupa terlaksananya
identifikasi sumber data (data source) yang akan digunakan dilakukan
kegiatan berupa identifikasi masimng-masing sumber data yang telah
dilakukan oleh masing-masig komponen yang ada di Kemendagri,
koordinasi dengan Produsen Data, dan penyusunan materi hasil
identifikasi sumber data.

3. Dalam mewujudkan tersusunnya Keputusan Menteri Dalam Negeri
tentang Penyelenggaraan Data di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerah telah dilakukan pembahasan internal
di Pusat Data dan Sistem Informasi serta pembahasan bersama dengan
Biro Hukum. Namun, selain penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri
sebagaimana dimaksud, kami juga telah melakukan proses penyusunan
Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Satu Data
Pemerintahan Dalam Negeri yang sifatnya lebih mengatur sehingga
dapat dijadikan acuan kebijakan bagi Pemerintahan Daerabh.

Proses penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang

Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri telah dilakukan proses

permintaan masukan dari Pemerintah Daerah (uji publik) dan

memasukkan rancangan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri

tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Program

Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Dalam
Negeri Tahun 2023.
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4. Dalam mewujudukan Desain Tampilan Papan Muka (dashboard) dan
Struktur Tampilan secara Tematik Sistem Informasi Eksekutif
Kementerian Dalam Negeri dilakukan pembahasan pengembangan

dashboard dan pengesah dashboard.

B. Keberlanjutan
Sistem Informasi Eksekutif (SIE) Kementerian Dalam Negeri selanjutnya akan
menyediakan kemudahan akses terhadap data dan informasi yang nantinya
akan berguna dalam pengambilan keputusan pimpinan untuk menghasilkan
kebijakan secara cepat dan tepat. Sehingga, ke depannya setiap data dan
informasi yang dimiliki oleh setiap unit kerja eselon | akan tersinkronisasi dan
terintegrasi dalam satu sistem yang sama. Sehingga, dalam proses
pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pimpinan masih kerap
menggunakan metode konvensional dalam menganalisis setiap data yang
ada. Selanjutnya akan terus dilakukan pengembangan dan content pada
Sistem Informasi Eksekutif agar dapat selalu sesuai dengan kebutuhan

pimpinan.

Untuk kebijakan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri, akan dilanjutkan
dengan penyusunan rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Satu
Data Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana telah masuk pada Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.2.1 — 6180 Tahun 2022 tentang Program
Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Dalam Negeri
Tahun 2023.

C. Lesson Learned
Lesson Learned yang diperoleh selama proses pelaksanaan Proyek

Perubahan antara lain:

1. Koordinasi dan kolaborasi merupakan hal terpenting dalam proses
pelaksanaan Proyek Perubahan, hal tersebut perlu didukung dengan
komunikasi yang baik dengan anggota tim efektif dan seluruh
Stakeholder terkait yang menunjang keberhasilan pencapaian tahapan
kegiatan pada proyek perubahan. Koordinasi dan komunikasi yang efektif
berimplikasi kepada totalitas dukungan dan partisipasi aktif tim efektif dan
Stakeholders terhadap gagasan baru yang inovatif.

2. Komitmen, konsistensi, disiplin dan kecepatan (agility) pimpinan dan Tim

Efektif dalam mencapai tujuan jangka pendek,
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jangka menengah dan jangka panjang terhadap pelaksanaan proyek
perubahan. Pemimpin yang ideal adalah pemimpinan yang terus
menerus berinovasi, berkolaborasi, dan selalu mencari metode untuk
menemukan solusi yang benar-benar baru. Pemimpin dinilai dan dibentuk
oleh pola pikir, dan kemampuan dalam memecahkan masalah.

Berorientasi pada proses, tertib administrasi dan dokumentasi selain
dapat menunjukkan hasil dari suatu perubahan, kami dituntut untuk dapat
menghargai setiap proses yang dijalani, mulai dari pembuatan timeline
yang menjadi komitmen di dalam pelaksanaan disertai dengan bukti
otentik dalam setiap tahapan proses yang dijalani. Dalam hal ini
pembelajaran yang diperoleh adalah mengenai pentingnya suatu bukti
dokumentasi sebagai rekam jejak dalam suatu proses untuk mencapai
tujuan. Proses tertib administrasi dan dokumentasi dapat menjadi proses
pembelajaran dan pembentukan karakter aparatur sipil negaradalam

mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (Good

Governance).




KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 100.4.3 - 6241 TAHUN 2022
TENTANG

PENGELOLAAN DATA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN

Menimbang

Mengingat

[

PEMERINTAHAN DAERAH

MENTERI DALAM NEGER]I,

bahwa pengelolaan data yang terintegrasi dan terkelola
dengan baik di instansi pusat dan instansi daerah,
merupakan kewajiban yang perlu dipenuhi sebagai dasar
perwujudan tata kelola pemerintahan yang berbasis
elektronik;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Pusat Data dan
Sistem Informasi memiliki tugas fungsi menyelenggarakan
pengelolaan data;

bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan tata kelola
data di lingkungan kementerian dalam negeri dan
pemerintahan daerah, maka diperlukan pengaturan
kebijakan mengenai pengelolaan data di kementerian
dalam negeri dan pemerintahan daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang
Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam

Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada
Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan
Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
92);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu
Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam
Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 398);
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MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PENGELOLAAN DATA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH.

Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintahan Daerah adalah kebijakan tata kelola data
pemerintahan dalam negeri untuk menghasilkan data yang
akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan,
serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat
dan instansi daerah.

Pelaksanaan Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Menteri ini.

Menteri Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Menteri,
melakukan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Data di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan
Daerah.

Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Penyelenggaraan Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dikoordinasikan oleh
Walidata.

Walidata sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA
dilakukan oleh unit kerja di Kementerian Dalam Negeri yang
menjalankan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan data dan
informasi.

Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, maka Keputusan
Menteri Nomor 555-1535 Tahun 2022 Tentang Manajemen
Data, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan

dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2022

a.n. MENTERI DALAM NEGERI

SEKRETARIS JENDERAL,

SUHAJAR DIANTORO

Tembusan :
Menteri Dalam Negeri.
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 100.4.3 -6241 TAHUN 2022
TENTANG

PENGELOLAAN DATA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN
PEMERINTAHAN DAERAH

PEDOMAN

PENGELOLAAN DATA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN

PEMERINTAHAN DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

Ketentuan Umum
1.

Pengelolaan Data di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah adalah kebijakan tata kelola data pemerintahan
dalam negeri untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir,
terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan
dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah.

Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa
angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara,
dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau
menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.

Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang
akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang ditetapkan melalui
Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu yang
terdiri dari lima komponen yaitu konsep, definisi, klarifikasi, ukuran,
dan satuan.

Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang
baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta
memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi

Data.
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Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan
antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.

Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau
menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai
rujukan identitas Data yang bersifat unik.

Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses
bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan untuk digunakan bersama.

Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri adalah media bagipakai
Data Pemerintahan Dalam Negeri di tingkat nasional, provinsi, dan
kabupaten/kota yang terintegrasi dan dapat diakses melalui
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Basis Data adalah kumpulan seluruh Data yang telah dianalisis dan
dapat digunakan sebagai rujukan oleh pengguna Data.

Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri adalah wadah
komunikasi dan koordinasi instansi pusat dan /atau instansi daerah
untuk penyelenggaraan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.
Walidata Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya
disebut Walidata adalah unit kerja di Kementerian Dalam Negeri yang
menjalankan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan data dan
informasi.

Walidata Urusan adalah unit kerja Eselon II yang menjalankan tugas
dan fungsi untuk mendukung pengelolaan data dan informasi dalam
memberikan pelayanan administratif dan teknis, serta
menyelenggarakan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh
unsur organisasi di lingkungan Unit Kerja Eselon I Kementerian.
Walidata Pendukung Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri yang
selanjutnya disebut Walidata Pendukung adalah unit kerja yang
membidangi pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur
di lingkungan Pemerintahan Daerah.

Produsen Data adalah unit kerja yang menghasilkan Data
Pemerintahan Dalam Negeri berdasarkan kewenangan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengguna Data adalah instansi pusat, instansi daerah, perseorangan,
kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

dalam negeri.
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Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Kementerian
adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pemerintahan dalam negeri.

Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah
nonkementerian, Kkesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan
lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Maksud dan Tujuan

1.

Maksud Pedoman ini adalah sebagai pedoman untuk mengatur
penyelenggaraan tata kelola Pengelolaan Data di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Tujuan Pedoman ini adalah untuk:

a. memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan Pengelolaan
Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah secara terpadu;

b. meningkatkan sinkronisasi dalam proses dan penjaminan
kualitas data dan pelaksanaan pengelolaan Pengelolaan Data di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan
Daerah;

c. mendukung proses perencanaan, pemantauan dan evaluasi
Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah serta audit teknologi informasi dan
komunikasi;

d. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta
perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang
berbasis pada Data; dan

e. memenuhi kebutuhan akses dan ketersediaan data dan/atau

informasi yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggung
jawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan.



C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Pedoman ini meliputi:
1. Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah;
2. Penyelenggara Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerah;

3. Penyelenggaraan Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerah; dan

4. Pendanaan.
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BAB II
SATU DATA

PENGELOLAAN DATA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN

PEMERINTAHAN DAERAH

A. Umum

1.

Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah mempedomani prinsip Satu Data Indonesia
sebagai berikut:

a. memenuhi Standar Data;

b. memiliki Metadata;

c. memenuhi Interoperabilitas Data; dan

d. menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah berasaskan:

a. kepastian hukum;

b. keterpaduan;

c. keakuratan;

d. kemanfaatan;

e. kemutakhiran;

f. berkelanjutan; dan

g. aksesibilitas.

B. Data

1.

Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah bersumber dari:

a. Kementerian; dan

b. Pemerintahan Daerah.

Data dan informasi pemerintahan Dalam Negeri bersifat dinamis dan
dapat dikembangkan lebih lanjut.

Data sebagaimana dimaksud pada angka 2 tersusun dalam suatu
daftar data seluruh unit kerja Eselon I yang merepresentasikan.
Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2 terdiri
dari:

a. Data Politik dan Pemerintahan Umum;

b. Data Administrasi Kewilayahan;

c. Data Otonomi Daerah;
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Data Pembangunan Daerah;

Data Pemerintahan Desa;

Data Keuangan Daerah;

Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Data Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis
lainnya Kementerian Dalam Negeri;

Data Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan
Pengawasan Pemerintahan Daerah;

Data Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri;

Data Kajian Strategis Dalam Negeri;

Data Pendidikan dan Kepamongprajaan;

Data Pemerintahan Dalam Negeri lainnya;

Data Pemerintahan Daerah.

Data disusun dalam katalog Basis Data Kementerian Dalam Negeri.

Data Prioritas

Data prioritas dipilih dari daftar data yang diusulkan oleh Produsen
Data kepada Walidata.

Data yang diusulkan oleh Produsen Data untuk menjadi Data Prioritas

harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.

b.
c.
d.

Mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Presiden dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan/atau
Rencana Kerja Pemerintah.

Mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
Memenuhi kebutuhan mendesak, dan

Data lain yang ditetapkan berdasarkan ketetapan Menteri.

Usulan Data Prioritas tahun berikutnya diajukan ke Walidata paling

lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Data Prioritas yang diajukan ke Walidata akan dibahas dalam Forum
Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.

Standar Data

Standar Data atas:

a.
b.

C.

konsep;
definisi;
klasifikasi;
ukuran; dan

satuan.
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2. Konsep sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a merupakan ide
yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.

3. Definisi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf huruf b
merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau
membedakan secara jelas arti Data yang satu dengan Data yang lain.

4. Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf ¢ merupakan
penggolongan Data secara sifat yang ditetapkan oleh Walidata
Pendukung.

5. Ukuran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d merupakan
unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, dan cakupan.

6. Satuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e merupakan
besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk
mengukur atau menakar sebagai satu kesatuan Data yang utuh.

7. Standar Data disusun oleh Walidata atas masukan dari Produsen
Data.

Metadata

1. Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan
Daerah yang dikumpulkan oleh Produsen Data harus dilengkapi
dengan Metadata.

2. Metadata sebagaimana dimaksud pada angka 1, terdiri atas:

a. Metadata kegiatan;
b. Metadata variabel; dan

C. Metadata indikator.

Interoperabilitas Data

1.

Interoperabilitas Data harus:

a. konsisten dalam sintaksis/pembentukan,
struktur/skema/komposisi dan penyajian, serta artikulasi
keterbacaan; dan

b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Pelaksanaan Interoperabilitas Data dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prinsip Interoperabilitas Data antara lain:

a. aman dan andal;

b. dapat digunakan kembali (reusable);

c. dapat dibaca (readable);
dapat dikembangkan lebih lanjut secara mandiri:

b

e. dapat diperiksa (auditable);
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f.  dapat diukur kinerjanya;

@

dapat diawasi dan dinilai tingkat pemanfaatannya; dan

h. dapat dibagipakaikan antar Sistem Elektronik yang berbeda
Karakteristik

Aman dan andal sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a
merupakan kemampuan sistem elektronik untuk melindungi terhadap
gangguan dan ancaman secara fisik dan nonfisik, serta beroperasi
sesuai dengan kebutuhan penggunaannya.

Dapat digunakan kembali sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf
b merupakan karakteristik dari komponen yang dibangun dan
dikembangkan agar dapat dimanfaatkan secara berulang tanpa periu
dikembangkan lagi oleh pihak yang membutuhkan.

Dapat dibaca sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c
merupakan kemampuan untuk mengakses dan memahami komponen
Interoperabilitas Data.

Dapat dikembangkan lebih lanjut secara mandiri sebagaimana
dimaksud pada angka 3 huruf d merupakan karakteristik dari
komponen Interoperabilitas Data yang memberi kemudahan bagi
pengembangan lebih lanjut tanpa perlu melibatkan pengembang awal.
Dapat diperiksa sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf e
merupakan karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang
memberikan kemudahan bagi yang memiliki kewenangan untuk
melakukan pengamatan, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan
terhadapnya.

Dapat diukur kinerjanya sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf
f merupakan karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang
memberikan kemudahan bagi yang memiliki kewenangan untuk
melakukan pengukuran keandalan, kinerja, kualitas, kesesuaian
dengan peruntukan dan sasaran.

Dapat diawasi dan dinilai tingkat pemanfaatannya sebagaimana
dimaksud pada angka 3 huruf g merupakan karakteristik dari
komponen Interoperabilitas Data yang memberikan kemudahan bagi
yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengukuran
berjalannya fungsi sebagaimana mestinya, jumlah layanan yang
dimanfaatkan dalam rangka mengukur efektivitas dan efisiensi.
Dapat dibagipakaikan antar Sistem Elektronik yang berbeda

Karakteristik sebagaimana dimaksud pada pada angka 3 huruf h
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merupakan karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang

memastikan terjadi pemanfaatan bersama oleh penyelenggara

Sistem Elektronik dan Sistem Elektronik yang berbeda, sehingga

terwujud keseragaman, keterpaduan, dan efisiensi.

Persyaratan Interoperabilitas Data yang harus dipenubhi terdiri dari:

a. persyaratan kebijakan;

b. persyaratan organisasi; dan

C. persyaratan teknis.

Persyaratan kebijakan sebagaimana yang dimaksud pada angka 12

huruf a terdiri dari:

a.  Memiliki kajian kebutuhan penerapan Interoperabilitas Data;

b. memiliki kebijakan untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan
ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya terkait
data dan informasi; dan

c. memiliki mekanisme kerja yang diterapkan secara konsisten
dalam melakukan pemantauan dan evaluasi setiap saat.

Persyaratan organisasi sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf

b yaitu:

a. memiliki satuan kerja yang bertugas untuk memastikan
penerapan Interoperabilitas Data; dan

b. memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidang
Interoperabilitas Data.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf c

terdiri dari:

a. menggunakan perangkat berbasis teknologi terbuka;

b. memiliki kemampuan untuk menjaga keberlangsungan dan
ketersediaan layanan;

¢. memiliki kemampuan untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan,
ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya terkait
data dan informasi;

d. memiliki infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan kapasitas
dan tingkat layanan;

e. memiliki dokumentasi dan Arsitektur Interoperabilitas Data yang
sekurang-kurangnya berisi kode sumber, Metadata, kamus data,
format data, kode Akses, alamat Akses, dan ketentuan keamanan

yang harus terpelihara, dapat diakses, dan terjaga

keterkiniannya;
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f.  memiliki dokumen elektronik yang berisi rekam jejak (log file) dari
proses Interoperabilitas Data;

g memiliki panduan teknis dan panduan penggunaan layanan
Interoperabilitas Data yang terpelihara dan terjaga
keterkiniannya;

h. melakukan mekanisme wuji kualitas sebelum layanan
Interoperabilitas Data diimplementasikan;

i.  konsistensi dalam bentuk/sintaks, struktur/skema/komposisi

penyajian, artikulasi keterbacaan/semantik;

[y

ketersediaan referensi Data Induk sebagai sumber verifikasi Data,;

k. Metadata yang digunakan dalam Interoperabilitas Data mengacu
pada ketetapan yang dikeluarkan oleh Kementerian atau
Lembaga yang memiliki kewenangan terhadap Metadata tersebut;
dan

Selain Persyaratan teknis, penyelenggaraan Interoperabilitas Data

wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Persyaratan Interoperabilitas Data menjadi dasar uji kesesuaian yang

dilakukan secara internal maupun independen.

Pihak yang ingin Interoperabilitas Data dengan Kementerian harus

melakukan uji kelaikan Data dan operasi Interoperabilitas Data.

Data sebagaimana dimaksud pada angka 18 merupakan Data yang

terhubung dengan operasi Interoperabilitas Data.

Kriteria uji kelaikan operasi Interoperabilitas Data sebagaimana

dimaksud pada angka 18 didasarkan pada pemenuhan prinsip dan

persyaratan Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada

angka 3 dan angka 12.

Hasil uji kelaikan sebagaimana dimaksud pada angka 20 menjadi

dasar pertimbangan kelaikan operasi Interoperabilitas Data.

Walidata melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap

penyelenggaraan Interoperabilitas Data.

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 22

dilakukan dengan melihat kesesuaian antara kondisi operasi

Interoperabilitas Data dengan persyaratan teknis sebagaimana

dimaksud pada angka 15.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1

(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
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Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi ditemukan ketidaksesuaian
antara kondisi operasi Interoperabilitas Data dengan persyaratan
teknis, Walidata menutup sementara akun pihak yang tidak sesuai
dan memberikan rekomendasi perbaikan.

Walidata dapat mengaktifkan kembali akun yang ditutup setelah

melaksanakan rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada

angka 285.

Kode Referensi dan Data Induk

1.
2.

Kode Referensi dan/atau Data Induk disusun oleh Walidata.

Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud pada
angka 1 dibahas dan ditetapkan dalam Forum Satu Data
Pemerintahan Dalam Negeri.

Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud pada

angka 2 diusulkan oleh Walidata untuk dibahas dalam Forum Satu

Data Indonesia.
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BAB III
PENEYELENGGARA

PENGELOLAAN DATA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN

PEMERINTAHAN DAERAH

A. Umum

1.

Penyelenggara Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam

Negeri dan Pemerintahan Daerah terdiri atas:

a. Tim Pengarah;

b. Walidata;

c Walidata Daerah;

d. Koordinator Produsen Data;

€. Produsen Datg;

f. Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri; dan

g8  Sekretariat Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.

Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a terdiri

atas:

a. Ketua merangkap anggota yaitu Menteri;

b.  Wakil Ketua merangkap anggota yaitu Wakil Menteri;

c.  Sekretaris merangkap anggota yaitu Sekretaris Jenderal; dan

d. Anggota terdiri atas Pejabat Tinggi Madya di Lingkungan
Kementerian.

Tim Pengarah bertugas:

a. menyusun, mengharmonisasikan, memberikan arahan, dan
menetapkan kebijakan mengenai Pengelolaan Data di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan
Daerah;

b.  melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan
Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah;

c. mengkoordinasikan pelaksanaan Pengelolaan Data  di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan
Daerah;

d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan

Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan

Pemerintahan Daerah;
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e. mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan
pelaksanaan Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Walidata sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b adalah unit

kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan yang

bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan

Kementerian Dalam Negeri di bidang pengelolaan data, sistem

informasi, komunikasi, dan telekomunikasi.

Walidata bertugas:

a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data, dan mengelola data
yang disampaikan oleh produsen data sesuai dengan prinsip Satu
Data Pemerintahan Dalam Negeri;

b. mengembangkan Portal Data Satu Data Pemerintahan Dalam
Negeri;

c. menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data
Induk di Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri;

d. membantu Walidata Pendukung dalam membina Produsen Data;
dan

e. mengusulkan kebijakan teknis terkait Interoperabilitas Data dan
hal lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Satu Data
Pemerintahan Dalam Negeri kepada instansi terkait.

Walidata Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c adalah

unit kerja yang membidangi pelayanan administratif dan teknis

kepada semua unsur di lingkungan Pemerintahan Daerah.

Walidata Daerah bertugas:

a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola
Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan
prinsip Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri,

b. memastikan Metadata yang melekat pada Data sesuai dengan
format Metadata baku; dan

c. memberikan persetujuan klasifikasi data.

Koordinator Produsen Data sebagaimana dimaksud pada angka 1

huruf d adalah unit kerja Eselon II yang menjalankan tugas dan fungsi

untuk mendukung pengelolaan data dan informasi dalam memberikan
pelayanan administratif dan teknis, serta menyelenggarakan
dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi

di lingkungan Unit Kerja Eselon I Kementerian.
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Koordinator Produsen Data bertugas mengoordinasikan tugas
Produsen Data dalam penyelenggaraan Satu Data Pemerintahan
Dalam Negeri.

Produsen Data adalah unit kerja di Kementerian dan Instansi Daerah

yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan berdasarkan

peraturan perundang- undangan untuk menghasilkan Data dan/atau
unit kerja yang disepakati sebagai Produsen Data dalam Forum Satu

Data Pemerintahan Dalam Negeri.

Produsen Data bertugas:

a. memberikan masukan kepada Walidata mengenai Standar Data,
Metadata, dan Interoperabilitas Data;

b. menghasilkan Data dengan mengumpulkan, menyusun, dan
mengolah Data, termasuk Data yang bersumber dari dan/atau
disusun bersama dengan kementerian/ lembaga/daerah/instansi
dan non pemerintah, sesuai dengan prinsip Satu Data
Pemerintahan Dalam Negeri.

C. ~menyusun Metadata sesuai dengan format Metadata baku;
menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata;

e. melakukan pemutakhiran Data di Portal Satu Data Pemerintahan
Dalam Negeri;

f. produsen data bertanggungjawab terhadap reliabilitas dan
validitas data; dan

g. menyampaikan usulan data terbuka, terbatas, dan tertutup.

Walidata, Walidata Pendukung, dan Produsen berkomunikasi dan

berkoordinasi melalui Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.

Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri dipimpin oleh

koordinator Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.

Koordinator Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri adalah

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Dalam berkomunikasi dan berkoordinasi, Forum Satu Data

Pemerintahan Dalam Negeri dapat menyertakan Tim Pengarah.

Forum Satu Data Kementerian Dalam Negeri berkomunikasi dan

berkoordinasi dalam penyelenggaraan Pengelolaan Data di

Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah

mengenai:

a. daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;

b. daftar Data yang menjadi Data Prioritas pada tahun selanjutnya;
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c. rencana aksi Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

d. Kode Referensi dan Data Induk;

€. pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Produsen Data dan
Walidata Kementerian Dalam Negeri; dan

f.  permasalahan terkait pelaksanaan Pengelolaan Data di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan
Daerah.

Forum Satu Data Kementerian Dalam Negeri melaksanakan

pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan

tugasnya.

Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan

koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan,

koordinator Forum Satu Data Kementerian Dalam Negeri meminta
arahan Ketua Tim Pengarah.

Tim Pengarah dan Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri

dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data

Pemerintahan Dalam Negeri.

Sekretariat Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri bertugas:

a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan
administratif kepada Tim Pengarah dan Forum Satu Data
Pemerintahan Dalam Negeri; dan

b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pengarah dan
Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.

Sekretariat Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri bersifat ex-officio,

yang secara fungsional dilaksanakan oleh unit kerja yang mempunyai

tugas menyelenggarakan dukungan yang bersifat substantif kepada
seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian di bidang

pengelolaan data, sistem informasi, komunikasi, dan telekomunikasi

Hubungan Tata Kerja Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri Tingkat

Daerah dan Pusat

1.

Dalam penyelenggaraan Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Forum Satu Data
Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dan berkomunikasi terkait
informasi penyelenggaraan Pengelolaan Data di Lingkungan

Kementerian Dalam Negeri dengan Instansi Daerah.
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Ketentuan tentang hubungan dan penyelenggaraan Pengelolaan Data

di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah

pembinaan dan pengawasan administrasi dalam koordinasi Pusdati

Kementerian Dalam Negeri, dan pembinaan dan pengawasan teknis

dalam koordinasi komponen Kementerian Dalam Negeri.

Ketentuan terkait penyelenggaraan Pengelolaan Data di Lingkungan

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah tingkat Daerah

diatur dalam Peraturan Kepala Darah.

Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 3,

paling sedikit memuat:

a. penyelenggaraan Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah tingkat Daerah;

b. dukungan anggaran; dan

c. koordinasi/konsultasi dengan Forum Satu Data Pemerintahan
Dalam Negeri.

Komunikasi dan koordinasi antar Forum Satu Data Pemerintahan

Dalam Negeri tingkat Daerah difasilitasi oleh Sekretariat Satu Data

tingkat daerah dengan mempertimbangkan kaidah tata kelola

pemerintahan yang baik.

Komunikasi dan koordinasi antar Forum Satu Data Instansi Pusat

atau daerah difasilitasi oleh Sekretariat Satu Data Kementerian Dalam

Negeri dengan mempertimbangkan kaidah tata kelola pemerintahan

yang baik.

Penyelenggara Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri tingkat daerah

terdiri atas penyelenggara Pengelolaan Data di Lingkungan

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah tingkat provinsi

dan penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat kabupaten/kota.

Pokok-pokok tugas fungsi kewenangan di daerah mempunyai struktur

organisasi dan kewenangan yang sama dengan di tingkat Kementerian

Dalam Negeri namun hanya otoritas kewenangannya terbatas pada

tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Penyelenggara Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam

Negeri dan Pemerintahan Daerah di tingkat daerah senantiasa

berkomunikasi dan berkonsultasi dengan Pembina Kementerian

Dalam Negeri.
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10. Walidata pendukung di tingkat pemerintahan daerah adalah Biro

11.

Pemerintahan yang menangani seluruh urusan pemerintahan dalam
negeri di tingkat daerah.

Penyelenggara Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerah di tingkat daerah berada dalam

pembinaan dan pengawasan Kementerian Dalam Negeri.

Partisipasi Lembaga Negara, Badan Hukum Publik, dan Masyarakat

1.

Lembaga negara, badan hukum public dan masyarakat, dapat
berpartisipasi dalam penyelenggaraan satu data pemerintahan dalam
negeri.

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pengelolaan
data di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan
Daerah.

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat
dilakukan melalui:

a. sosialisasi;

b. pengumpulan data;

c. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

Masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang
mempunyai kepentingan atas satu data pemerintahan dalam negeri.
Untuk memudahkan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan
pengelolaan data di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah, setiap Data yang sudah memenuhi syarat
penyebarluasan termasuk melalui Portal Satu Data harus dapat
diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Partisipasi lembaga negara, badan hukum publik, dan masyarakat
tidak mengurangi wewenang dan independensi tugas dan fungsinya

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



-20-

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN DATA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN

DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH

Umum

Penyelenggaraan Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam

Negeri dan Pemerintahan Daerah terdiri atas:

1.
2.
3.
4.

perencanaan Data;
pengumpulan dan pengolaan Data;
pemeriksaan Data; dan

penyebarluasan dan pembatasan akses Data.

Perencanaan Data
1.

Perencanaan Data Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana
dimaksud pada angka 1 huruf a dituangkan dalam rencana data
Kementerian Dalam Negeri yang terdiri atas:

a. penentuan daftar Data Pemerintahan Dalam Negeri yang akan
dikumpulkan pada tahun berikutnya; dan/atau

b. penentuan daftar Data yang dijadikan Data Prioritas
Pemerintahan Dalam Negeri.

c. ketentuan perencanaan data pemerintahan dalam negeri
berlaku baik di tingkat Kementerian Dalam Negeri maupun
Pemerintahan Daerah.

Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya

atau berikutnya sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a,

dilakukan berdasarkan:

a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang
sistem pemerintahan berbasis elektronik;

b. kesepakatan Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri,

dan/atau
c. rekomendasi Pembina Data.
Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar

dalam perencanaan dan penganggaran bagi Instansi Pusat dan

Instansi Daerah.
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Penentuan daftar Data yang dijadikan Data Prioritas sebagaimana

dimaksud pada angka 2 huruf b, dilakukan berdasarkan:

a. usulan Produsen Data dan/atau Walidata Data; dan

b. arahan dari Tim Pengarah.

Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas harus

memenuhi kriteria:

a. mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Presiden dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan /atau
Rencana Kerja Pemerintah;

b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan;
dan/atau

¢. memenuhi kebutuhan mendesak.

Daftar Data yang menjadi Data Prioritas disepakati dalam Forum Satu

Data Pemerintahan Dalam Negeri tingkat pusat.

Koordinator Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri tingkat

pusat menyampaikan daftar Data yang menjadi Data Prioritas kepada

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

Pemerintahan Dalam Negeri.

C. Rencana Aksi Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

dan Pemerintahan Daerah

1.

Rencana program dan kegiatan terkait Pengelolaan Data di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
dituangkan dalam rencana aksi Pengelolaan Data di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Rencana aksi Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerah dapat mencakup:

a. Pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;

b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data

Pemerintahan Dalam Negeri;

c. kegiatan terkait pengumpulan Data;

d. kegiatan terkait pemeriksaan Data;

e. kegiatan terkait penyebarluasan Data; dan /atau
f.

kegiatan lain yang mendukung tercapainya pengelolaan Data yang
sesuai dengan prinsip Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.

Rencana aksi Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerah diusulkan bersama oleh Walidata

melalui Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri tingkat pusat;
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Rencana aksi Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerah disepakati dalam Forum Satu Data
Pemerintahan Dalam Negeri tingkat pusat;

Koordinator Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri
mengkoordinasikan penyusunan rencana aksi Pengelolaan Data di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
untuk disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
Rencana program dan kegiatan terkait Pengelolaan Data di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah di
tingkat daerah mempunyai pola dan struktur kerja yang sama dengan
struktur kerja di tingkat Kementerian Dalam Negeri yang
kewenangannya hanya meliputi pemerintahan Provinsi dan
Kabupaten-Kota.

Data Prioritas dan rencana aksi Pengelolaan Data di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ditetapkan
dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Penyelenggara Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri
melaksanakan rencana aksi Pengelolaan Data di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Koordinator Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri memantau
pencapaian rencana aksi Pengelolaan Data di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dan melaporkan
kepada Menteri secara berkala.

Pencapaian rencana aksi Pengelolaan Data di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dapat
digunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian insentif dan
disinsentif kepada Unit Kerja Kementerian Dalam Negeri dan Instansi

daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengumpulan Data

1.

Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:

a. Standar Data dan Metadata;

b. daftar Data dan Data Prioritas yang telah ditentukan oleh Forum
Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri; dan

c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.

Data yang sudah dilengkapi, divalidasi dan diverifikasi oleh Produsen

Data Komponen.
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Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan
kepada Walidata.

Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada angka 4 terdiri dari:
a. Data yang telah dikumpulkan;

b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan

Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Pemeriksaan Data

1.

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya
dengan prinsip Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerah oleh Walidata.

Pemeriksaan kesesuaian mengacu kepada standard data dan
metadata baku yang tela disusun dan dirukuskan produsen data.
Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai
dengan prinsip Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerah, Walidata mengembalikan Data
tersebut kepada Produsen Data.

Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa
kesesuaiannya dengan prinsip Pengelolaan Data di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah oleh Walidata.
Pemeriksaan kesesuaian mengacu kepada standard data dan
metadata baku yang telah disusun dan dirumuskan Produsen Data.
Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada angka
S5, diperiksa kembali oleh Pembina Data.

Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum
sesuai dengan prinsip Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Pembina Data
mengembalikan Data tersebut kepada Walidata.

Walidata menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data kepada

Produsen Data.

10. Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan.

Penyebarluasan Data

1.

Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses,
pendistribusian, dan pertukaran Data.
Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.

Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data
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Pemerintahan Dalam Negeri dan media lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri menyediakan akses:

a. Kode Referensi;

b. Data Induk;

c. Data;

d. Metadata;

e. Data Prioritas; dan

f.  Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.

Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri dikelola oleh Walidata
Kementerian.

Instansi Pusat dan Instansi Daerah menyediakan akses Data kepada
Pengguna Data.

Data yang disebarluaskan oleh Walidata instansi pusat dan Walidata
pendukung pada instansi daerah harus dapat diakses melalui Portal
Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.

Instansi Pusat, Unit Kerja Kementerian Dalam Negeri dan Instansi
Daerah mengakses Data di Portal Satu Data Pemerintahan Dalam
Negeri tidak dipungut biaya.

Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam mengakses Data di Portal
Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri tidak memerlukan dokumen
nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan /atau dokumen surat
pernyataan.

Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat dan Instansi
Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilaksanakan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembatasan Akses Data Tertentu

1.
2.

Pengelolaan Data mempunyai pembatasan akses Data tertentu
Pembatasan akses Data tertentu sebagaimana dimaksud pada angka
1, dilaksanakan berdasarkan usulan dari Produsen Data dan

Walidata.

Pembatasan akses Data dilaksanakan dengan mempertimbangkan

ketentuan perundang-undangan.
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Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Pemerintahan

Dalam Negeri dilaksanakan oleh:

a. Walidata untuk Pengguna Data pada Instansi pusat dan Instansi
Daerah;

b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang
bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian,
penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk
Pengguna Data di luar Instansi Pusat dan Instansi Daerah;

c. Data akses terdiri dari data terbuka, data terbatas, dan data
tertutup.

Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri tingkat pusat

menyampaikan hasil pembahasan mengenai pembatasan akses Data

kepada Dewan Pengarah.

Menteri menetapkan Data yang dibatasi aksesnya.

Akses data terbatas dan tertutup memiliki kode password pembuka.

Ketetuan angka 7 dimiliki merupakan kewenangan walidata, dan

produsen.

Walidata dapat memberikan kode password kepada Walidata

Pedukung atas persetujuan Forum Satu Data Kementerian Dalam

Negeri.

Proses persetujuan adalah memberi wewenang kepada pejabat yang

diberi akses, dimana dia dapat membuka semua data dan atau hanya

data tertentu saja.

Pemberi persetujuan akses yang bisa memberi persetujuan data

terbatas, dan tertutup, kewenangan ada pada Forum Satu Data

Pemerintahan Dalam Negeri.
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BAB V
PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. Pembinaan

1.

Walidata bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan terhadap
Instansi Daerah.

Pembinaan yang dimaksud dapat meliputi pembinaan sumber daya
manusia, sumber daya material dan sumber daya lainnya.
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan melalui
kegiatan sosialisasi dan bimbingan umum dan teknis pengelolaan

Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan

Daerah.

B. Pemantauan dan Evaluasi

1.

Walidata sesuai kewenangannya melakukan pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1
dilakukan dengan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan
Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah secara berkala dengan ketentuan:
a. Walidata Pendukung Tingkat Daerah memberikan laporan
kepada Walidata; dan
b. Walidata memberikan laporan kepada Ketua Tim Pelaksana.
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
angka 2 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1
diajukan kepada Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri untuk
dijadikan sebagai bahan pertimbangan terhadap penyelenggaraan

Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan

Pemerintahan Daerah.
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BAB VI
PENDANAAN

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Pedoman ini diatur

sebagai berikut:

a.

Pendanaan penyelenggaraan Pengelolaan Data di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah di pusat
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
Pendanaan penyelenggaraan Pengelolaan Data di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah di daerah
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
dan/atau

Pendanaan Pembinaan, Pemantauan, dan Evaluasi penyelenggaraan
Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah dapat dibebankan pada APBN, APBD, sumber
pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

a.n. MENTERI DALAM NEGERI

SEKRETARIS JENDERAL,

~/

SUHAJAR DIANTORO



FORMULIR PESERTA

Nama . Afrijal Dahrin DJ, S.STP.,M.E.
NIP : 198204272000121000
Jabatan : Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi dan Informasi dan Komunikasi dan Persandian
Instansi : Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Dalam Negeri
Program : PKN TK Il Tahun 2022
Komponen Sub Komponen SKOR1-10
1 [Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
implementasi kebijakan, aturan dan atau arahan yang diberikan di lingkup 8

tugasnya dengan pendampingan atas resiko atau dampak yang timbul.

2 |Memastikan jajaran tim atau pegawai di lingkungan tugasnya untuk mampu
konsisten menjalankan tugas serta fungsi dalam rangka mendukung proses 8
bisnis organisasi.

3 [Mendorong terciptanya lingkungan kerja yang mampu secara konsisten
menjaga perilaku kerja atau tindakan sesuai dengan kode etik atau peraturan 9

INTEGRITAS yang berlaku.

4 [(Membentuk iklim kerja di lingkup tugasnya yang memiliki kesadaran
memberikan informasi secara objektif, konstruktif serta berasaskan 9
kebenaran bagi kredibilitas organisasi.

5 |Memiliki prinsip yang kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh faktor internal
maupun eksternal dalam rangka penerapan nilai, norma atau kode etik 8
dalam bekerja.

6 |Membuat keputusan, mengantisipasi dampak keputusan serta meyiapkan

tindakan penanganannya sebagai bentuk mitigasi resiko. 8
JUMLAH 8.33
7 |Membangun sinergi dan memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari unit
kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam rangka pencapaian target kerja 8
organisasi.
g |Membangun Kerjasama atau aliansi yang Sinergis dengan pinak eksternal/
para pemangku kepentingan dalam rangka pencapaian target kerja 8
oroanicaci
9 [Menyampaikan informasi yang bersifat kompleks secara persuasive
menggunakan metode tertentu untuk mendorong pemangku kepentingan 8

KERJASAMA sepakat pada langkah bersama dengan tujuan meningkatkan kinerja secara
keseluruhan

10 |Mengetahui keberagaman kepentingan yang ada dalam bekerjasama dengan
berbagai pihak, dan dapat mensinergikan keberagaman tersebut guna 8
pencapaian target kerja organisasi.

11 [Membangun komitmen baik dalam unit atau antar unit kerja, dengan saling
menghargai dan memberikan dukungan, guna menunjang pencapaian target 8
kerja organisasi.

JUMLAH 8.

12 [Mampu memonitor, mengevaluasi, memperhitungkan, dan mengantisipasi

13 [Memastikan perubahan sudah diterapkan secara aktif di lingkup unit

PERUBAHAN 15 |Memantau, mengevaluasi hasil kerja unit serta melakukan perbaikan kinerja

16 [Menjadi agent of change yang menginisiasi perubahan secara terencana

0
8
8
MENGELOLA 14 |Menyusun program pengembangan kompetensi SDM dalam jangka panjang, 8
8
8
0

JUMLAH 8.




Nama Peserta
NIP

FORMULIR MENTOR
Nama Mentor
NIP:

Afrijal Dahrin DJ, S.STP.,M.E.
198204272000121000

Dr. H. Suhajar Diantoro.M.Si
196405021987021000

Jabatan Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi dan Informasi dan Komunikasi dan Persandia Jabatan Sekretaris Jenderal
Instansi Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Dalam Negeri Instansi Kementerian Dalam Negeri
Program PKN TK Il Tahun 2022
Komponen Sub Komponen SKOR1-10
1 [Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan, aturan dan atau arahan yang diberikan di 9
lingkup tugasnya dengan pendampingan atas resiko atau dampak yang timbul.
2 |Memastikan jajaran tim atau pegawai di lingkungan tugasnya untuk mampu konsisten menjalankan tugas serta fungsi dalam rangka 9
mendukung proses bisnis organisasi.
3 [Mendorong terciptanya lingkungan kerja yang mampu secara konsisten menjaga perilaku kerja atau tindakan sesuai dengan kode 9
etik atau peraturan vang berlaku.
4 |Membentuk iklim kerja di lingkup tugasnya yang memiliki kesadaran memberikan informasi secara objektif, konstruktif serta
INTEGRITAS . o L 9
berasaskan kebenaran bagi kredibilitas organisasi.
5 [Memiliki prinsip yang kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh faktor internal maupun eksternal dalam rangka penerapan nilai,
norma atau kode etik dalam bekerja. 9
6 [Membuat keputusan, mengantisipasi dampak keputusan serta meyiapkan tindakan penanganannya sebagai bentuk mitigasi resiko. 9
JUMLAH 9.000
9 [Menyampaikan informasi dengan cukup jelas baik secara tertulis maupun lisan dalam menunjang kelancaran kerja pada unit/tim 3
vang dipimpinnva.
10 [Melakukan koordinasi yang efektif dengan pihak-pihak relevan di lingkup satuan kerja/organisasi dalam rangka menjamin kineja di 3
lingkup unitnya.
11 |Aktif menjalin komunikasi dengan pemangku kepentingan eksternal organisasi dalam rangka menunjang kualitas layanan yang 8
KERJASAMA diselenggarakan organisasi
12 [Merespon dengan positif adanya perbedaan atau kemajemukan dalam unit/tim kerja sehingga tetap fokus pada tujuan kerja yang g
disenakati
13 |Bertanggungjawab terhadap peran atau tugasnya dalam rangka mencapai sasaran atau tujuan tim yang telah disepakati. 8
JUMLAH 8.00
14 |Aktif mencari informasi kebutuhan pemangku kepentingan dan memberikan penjelasan mengenai prosedur standar pelayanan yang
berlaku sebagai upaya pemenuhan pelayanan publik yang efektif dan efisien. 7
15 |Aktif mengembangkan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan dalam pemberian pelayanan publik.
7
MENGELOLA - - - -
16 [Menggunakan cara yang beragam untuk memastikan bawahan memahami arahan penyelesaian tugas yang sesuai dengan target
PERUBAHAN ) o 7
keria vang diberikan dan SOP vang berlaku
17 |Mencari metode kerja alternatif yang lebih efektif untuk menyesaikan pekerjaan terutama ketika menghadapi hambatan 8
18 |Proaktif mencari peluang perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemberian pelayan publik. 3
JUMLAH 7.40




REKAP NILASI PESERTA

Nama . Afrijal Dahrin DJ, S.STP.,M.E.

NIP : 198204272000121000

Jabatan : Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi dan Informasi dan Komunikasi dan Persandian
Instansi : Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Dalam Negeri

Program : PKN TK Il Tahun 2022

Komponen |Sub Komponen Nilai Kualifikasi
Tanggung jawab 8 Baik
Komitmen 8 Baik

Kedisplinan 9 Istimewa

Integritas |Kejujuran 9 Istimewa
Konsistensi 8 Baik
Pengambilan Keputusan Dilematis 8 Baik
Rata-Rata 8.33 Baik
Kerjasama Internal 8 Baik
Kerjasama Eksternal 8 Baik
Kerjasama Komunikasi 8 Ba?k
Fleksibilitas 8 Baik
Komitmen dalam Tim 8 Baik
Rata-Rata 8.00 Baik
Orientasi Pelayanan 8 Baik
Adaptabilitas 8 Baik
Mengelola |Pengembangan diri dan orang lain 8 Baik
Perubahan |Orientasi pada hasil 8 Baik
Inisiatif 8 Baik
Rata-Rata 8.00 Baik
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku : 8.11 Baik

Keterangan Kualifikasi

9.99-10 Istimewa
7-8.99 Baik
5-6.99 Cukup
3-4.99 Kurang

1-2.99 Sangat Kurang



Nama Pesert:

REKAP NILAI MENTOR

Nama Mentor

Afrijal Dahrin DJ, S.STP.,M.E.

Dr. H. Suhajar Diantoro.M.Si

NIP 198204272000121000 196405021987021000
Jabatan Kepala Bidang Infrastruktur Teknolo Jabatan Sekretaris Jenderal
Instansi Pusat Data dan Sistem Informasi Ker Instansi Kementerian Dalam Negeri
Program PKN TK Il Tahun 2022
Komponen Sub Komponen Nilai Kualifikasi
Tanggung jawab 9 Istimewa
Komitmen 9 Istimewa
Kedisplinan 9 Istimewa
Integritas Kejujuran 9 Istimewa
Konsistensi 9 Istimewa
Pengambilan Keputusan Dilematis 9 Istimewa
Rata-Rata 9.00 Istimewa
Kerjasama Internal 8 Baik
Kerjasama Eksternal 8 Baik
Kerjasama Komunikasi 8 Ba?k
Fleksibilitas 8 Baik
Komitmen dalam Tim 8 Baik
Rata-Rata 8.00 Baik
Orientasi Pelayanan 7 Baik
Adaptabilitas 7 Baik
Mengelola  |Pengembangan diri dan orang lain 7 Baik
Perubahan Orientasi pada hasil 8 Baik
Inisiatif 8 Baik
Rata-Rata 7.40 Baik
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku : 8.13 Baik

Keterangan Kualifikasi

9.99-10 Istimewa
7-8.99 Baik
5-6.99 Cukup
3-4.99 Kurang

1-2.99 Sangat Kurang



REKAP NILAI GABUNGAN PESERTA DAN MENTOR

Nama Afrijal Dahrin DJ, S.STP.,M.E. Nama Mentor Dr. H. Suhajar Diantoro.M.Si
NIP 198204272000121000 NIP: 196405021987021000
Jabatan Kepala Bidang Infrastruktur T Jabatan Sekretaris Jenderal
Instansi Pusat Data dan Sistem Inforn Instansi Kementerian Dalam Negeri
Program PKN TK Il Tahun 2022
Komponen Sub Komponen Nilai Peserta | Nilai Mentor Nilai Rata-Rata| Kualifikasi
Tanggung jawab 8 9 8.70 Baik
Komitmen 8 9 8.70 Baik
Kedisplinan 9 9 9.00 Istimewa
Integritas  |Kejujuran 9 9 9.00 Istimewa
Konsistensi 8 9 8.70 Baik
Pengambilan Keputusan 8 9 8.70 Baik
Rata-Rata 8.33 9.00 8.80 Baik
Kerjasama Internal 8 8 8.00 Baik
Kerjasama Eksternal 8 8 8.00 Baik
Kerjasama Komunikasi 8 8 8.00 Ba?k
Fleksibilitas 8 8 8.00 Baik
Komitmen dalam Tim 8 8 8.00 Baik
Rata-Rata 8.00 8.00 8.00 Baik
Pelayanan Publik 8 7 7.30 Baik
Adaptabilitas 8 7 7.30 Baik
Mengelola |Pengembangan orang lain 8 7 7.30 Baik
Perubahan |Orientasi pada hasil 8 8 8.00 Baik
Inisiatif 8 8 8.00 Baik
Rata-Rata 8.00 7.40 7.58 Baik
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku : 8.11 8.13 8.13 Baik

Keterangan Kualifikasi

9.99-10
7-8.99
5-6.99
3-4.99
1-2.99

Istimewa

Baik
Cukup
Kurang

Sangat Kurang




Nama Peserta

: Afrijal Dahrin DJ, S.STP.,M.E.

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA

Nama Mentor Dr. H. Suhajar Diantoro.M.Si

NIP 1 198204272000121000 NIP: 196405021987021000
Jabatan : Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi dan Jabatan Sekretaris Jenderal
Instansi : Pusat Data dan Sistem Informasi Kemente Instansi Kementerian Dalam Negeri
Program : PKN TK Il Tahun 2022
Nilai Komponen
Sub Komponen | Sub Kemponen Sub Komponen Rata-Rata Total | Kualifikasi Total Sub
Integritas Kerjasama Mengelola Perubahan | Sub Komponen Komponen
Peserta 8.33 8.00 8.00 8.11 Baik
Mentor 9.00 8.00 7.40 8.13 Baik
Nilai Rata-Rata 8.80 8.00 7.58 8.13 Baik
Per Sub
Kualifikasi Per Sub ] X ] ]
Komponen Baik Baik Baik Baik
Keterangan Kualifikasi Akhir Sikap Perilaku
9.00-10 Istimewa
7-8.99 Baik 8.13
5-6.99 Cukup Kualifikasi:
3-4.99 Kurang Baik
1-2.99 Sangat Kurang

REKOMENDASI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI:

Istimewa

Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan,
peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang
terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan sebagai bekal
pengayaan sikap perilaku untuk menduduki jabatan pimpinan yang lebih tinggi

Baik

Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan,
peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang
terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal
sebagai bekal pendalaman sikap perilaku dalam JPT Pratama

Cukup

Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan,
peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur
pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal
sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki JPT Pratama

Kurang

Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan,

Sangat Kurang

. |peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur

pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan, pendampingan yang sangat ketat dan
sebaiknya agar melibatkan unit pengelola kepegawaian instansi asal peserta sebagai bekal penguatan
sikap perilaku dalam menduduki JPT Pratama




